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ABSTRACT

The Among careful proper of statement of John Niisb
Think Globally locally act and which is implememat by
Morihiko Hiramatsu, Governor Oita, Japan become gvesrd
work One-Village, One Product Movement (movemeng¢ on
countryside one product) used as by frame to depvébcal
excellence which orient global market. Undeniabke true
problem of performance oftentimes become constaibbgey at
small and medium industry sector to expand. Witistexce of
progress of technology and science expected cast é#lse make-
up of performance. One of the exploiting of thehmetogy is
usage of technology base on information (TI). Veitistence of
progress of technology and science expected cast é&se make-
up of performance

Hence solution able to be conducted to push grcawmith
improvement of performance of UKM is needing thstemce of
real step of usage of Tl so that/ to be can be e&bitige with big
scale company in this case it is of course Tl havearn to be
used as by appliance able to improve performanaaymtivity
and advantage maximization profit to UKM. Some apdited
factor have important role in spreading of Tl ont them is
support and role of government agency. Hereinadtaording to
King role of the institute in this case is as vendbinformation
about technological innovation, owner of authowmtyregulation,
as provider of aid of financial, executor researgito and
inwrought development, and protector to ownership o
copyrights.

Some idea model trying to join local excellenceeimal
environment) and global market opportunity (extérna
environment) in business, require to be tried wih few
adjustment with condition of existing objectivelevelop UKM in
face of free market in autonomous framework of area
Keywords: Strategi¢ Globalization, Autonomous of Area,

Information Technology, Small and Medium
Industry, Science and Technology.
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A. Pendahuluan

Peran usaha kecil dan menengah di Indonesia shegat. Ditinjau
dari sudut jumlah unit usaha, KUKM merupakan 99.989%i seluruh
jumlah unit usaha di Indonesia. KUKM memiliki koibtusi sebesar 63,11%
atau 638 trilyun terhadap Produk Domestik Bruto BpDhasional Non
Migas pada tahun 2001. Bila dibandingkan dengarhaudaesar hanya
memberikan kontribusi 36,89% PDB. Di samping itlbd@daan KUKM
terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan terdapatpir pada semua jenis
usaha.

Tantangan dan sekaligus peluang yang akan memhbepdagaruh
yang signifikan terhadap pelaku ekonomi nasiomaimasuk usaha kecil dan
menengah (UKM) adalah perubahan lingkungan stisgtdzpik initernal
(dalam negeri) maupun eksternal (global). Secaernal sejak keluarnya
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah DaerahtdamNo. 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara PemeRuisdt dan Daerah,
yang mulai berlaku penuh pada bulan Mei 2001, n@@erintah daerah
memiliki otonomi dan kewenangan yang luas untuk gaémr dan mengurus
wilayahnya untuk kepentingan masyarakat setempaturaoe prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuaadgregaturan perundang-
undangan.

Dengan penerapan otonomi daerah, sebagai salah tiatwtan
reformasi sistem pemerintahan dari sistem serdmsligang telah berakar
sebelumnya, akan menuntut pelaku usaha untuk mesmyes diri dengan
kondisi obyektif di mana basis kegiatan bisnisnyiakdkan. Sumberdaya
lokal, baik sumberdaya alam maupun aspek budayad mokrupakan faktor
yang sangat menentukan keberhasilan dan kebedanjsaha suatu UKM.

Perdagangan bebas atau sering juga dikenal sefjlabalisasi dunia
akan sangat mempengaruhi kebijakan negara-negadanit saat ini dan
masa mendatang, terutama dalam kegiatan bisnissaDiping sebagai
peluang perdagangan bebas juga merupakan ancamgupedu diwaspadai
karena diperkirakan akan lebih menguntungkan negegara maju dan
makin menenggelamkan peran negara yang belum maju.

Banyak analisis menyatakan bahwa keikutsertaannkgla beserta
negara yang belum maju lainnya dalam rezim perdggarbebas bukan
merupakan pilihan yang menguntungkan karena kiaktisiap untuk
bersaing dengan negara atau raksasa bisnis darséeara bebas. Tidak
dapat dipungkiri memang persaingan tersebut dalnhgnenjadi momok
atau kendala pada sektor usaha kecil dan menemgak herkembang. Oleh
karena itu dengan adanya kemajuan ilmu pengetaldzan teknologi
diharapkan dapat membantu UKM. Salah satu pemamfastknologi
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tersebut adalah penggunaan teknologi berbasisniafgir(TI). Di era yang

serba canggih ini penggunaan teknologi informasiabu merasuk ke
berbagai sektor kehidupan manusia. Dengan pesaerk@mbangan ilmu
pengetahuan dalam hal ini adalah teknologi inform@aska tercipta

teknologi canggih yang bernamaicroprocessordan berlanjut dengan
penggunan teknologi internet maka dapat disimpulbi@wa dunia sekarang
adalah tiada batas antara negara satu dengan ryagaréain.

Dan salah satu pemanfaatan iptek tersebut adatadgpeaan Tl di
bidang bisnis. Sehingga diharapkan dengan adamgargaatan Tl ini dapat
mendorong peningkatan Kkinerja unit usaha kecil darenengah.
Bagaimanapun UKM dengan kadar pemahaman teknologmpunyai
kemungkinan memanfaatkan TI secara ekstensif. Okealnena itu
penggunaan teknologi berbasis informasi merupaagklh penting bagi
para pengelola UKM dalam memasuki pasar bebas giamgjai pada tahun
2003 (AFTA), maka peningkatan skill dan pemahaneanadap Tl bagi para
pengambil keputusan/top manajer unit usaha kecil mi@nengah adalah
merupakan syarat mutlak untuk mencapai efisiensiefiektivitas unit usaha
kecil dan menengah. Seperti di sampaikan diat&svdgperanan UKM
merupakan salah satu pelaku unit usaha yang cutrgiegis bagi
perekonomian di Indonesia, namun mengapa unitusaha tersebut tidak
dapat mengangkat perekonomian di Indonesia daeratukan ?

Kemungkinan hal itu terjadi disebabkan oleh beleralpal
diantaranya adalah produk yang dihasilkan oleh wsiédha kecil dan
menengah tersebut merupakan produk yang berorigmdala pemenuhan
kebutuhan lokal, masih sedikitnya unit usaha kdaih menengah untuk
mengolah produk yang mempunyai nilai tamiyalue added)ang tinggi
sehingga produk yang dihasilkan kurang memilikidggulan yang bersifat
kompetitif. Selain itu daya serap dan pemanfaagateki di Indonesia
umumnya dan unit usaha kecil dan menengah padaigys masih sangat
kecil.

Melalui persetujuan umum tarif dan perdagangan GAiEQara
berkembang dengan ketidak siapannya tersebut lmistunduk dengan
aturan dagang yang jelas-jelas menguntungkan negajta dan merugikan
negara tidak maju (Jhamtami, 2001). Kelemahan lsbnaktgara selatan,
seperti krisis ekonomi yang secara langsung matidak langsung sebagai
akibat sistem perdagangan yang dimonopoli negareat,balitambah
kelemahan pemerintah negara selatan umumnya dignnaktuk menekan
agar kemauan mereka tercapai. Akibatnya sangat kiurakan banyak
pelaku usaha kecil dan menengah lokal akan kaledaiog dan gulung tikar
pada era perdagangan bebas ini.
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Arus globalisasi ini sudah di depan mata sulit rdilari lagi, maka
tantangan ini mau tidak mau harus dijawab dengayaipersama sebagai
bangsa unutuk membangun keungggulan pelaku UKMonakidalam
menghadapi persaingan global. Menurut John Naishiiink globally and
act locally yang diimplementasikan oleh Morihiko Hiramatsu, @wurur
Oita, Jepang menjadi semboyan ke&Dae-village, One Product Movement
(gerakan satu desa satu pruduk) yang digunakaagaelframe untuk
mengembangkan keunggulan lokal yang berorientasirggobal.

B. PENGEMBANGAN UKM DI ERA OTONOMI DAERAH

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 otonomi daerah adeéatenangan
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepantimgasyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkanaaspirasyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangamhdaeencakup
kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kéewsenangan dalam
bidang politik kuar negeri, pertahanan keamanamdian, moneter dan
fiskal, agama serta kewenangan bidang lain (PasadlU7No. 22 Tahun
1999). Disamping pemerintah daerah juga dituntutukunmemiliki
kewajiban dalam mengembangankan bidang-bidang &spendustri dan
perdagangan, penanaman modal, tenaga kerja, kesehndidikan dan
kebudayaan, pertanian, perhubungan, pertanahakuhgan hidup (Pasal
11).

Dalam kaitannya denngan pengembangan koperasi Haéh dalam
kerangka otonomi daerah, diatur sebagai suatu Keavekepala pemerintah
daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraanatrakgperti yang
ditegaskan dalam penjelasn pasal 43 UU No. 22.r&éeagkap disebutkan
bahwa dalam upaya meningkatkan taraf kesejahtesdyat kepala daerah
berkewajiban mewujudkan demikrasi ekonomi denganlaksanakan
pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecindaengah, yang
mencakup permodalan, pemasaran, pengembangandgkmmioduksi, dan
pengolahan serta pembinaan dan pengembangan saydendnusia.

Untuk melaksanakan peran dan kewajibannya pemkbridterah
menggunakan sumber pendanaan pembagunan daeratdigamglalam UU
No. 25 tahun 1999. Sumber pendanaan tersebut datarakan diperoleh
dari pendapatan asli daerah, dan aperimbangaranpam daerah, dan lain-
lain penerimaan yang sah. Pendapatan asli daefdD) {[erupakan sumber
keuangan daerah yang digali dari dalam wilayahatagang bersangkutan.
Saat ini, daerah mengandalkan sumberdaya alam aebamber utama
PAD di samping berbagai pajak daerah dan sumbeghasiian lainnya.
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Dalam era otonomi daerah ini, kewenangan pemeriptziat dalam
hal pengelolaan sumberdaya berdasarkan berdas@etaturan Pemerintah
No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenanga PemerintatPdarerintah Daerah
sebagai daerah otonom, dinyatakan hanya terbawa kabijakan yang
bersifat norma, standar, kriteria, dan prosedur gden ketentuan
pelaksanaannya:

1. Mempertahankan dan memelihara identitas dan inésghbangsa dan
negara,

2. Menjamin kualitas pelayanan kualitas umum karemds jpelayanan
tersebut dan skala nsional,

3. Menjamin keselamatan fisik dan non-fisik secararsebaggi semua
warga negara,

4. Manjamin supermasi hukum nasional.

Perubahan sistem nasional ini, akan memiliki imgdikterhadap
pelaku bisnis kecil dan menengah. Beberapa daemamd rangka
meningkatkan otonomi daerah, berbagai pungutantgangbaru dikenakan
pada UKM, sehingga biaya transaksi menjadi meningkl&a kondisi ini
tidak segera dibenahi, maka akan menurunkan dayg S&M.

C. DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP UKM

Dalam pertemuan APEC ke sembilan di Shanghai, parmain
negara APEC sepakat untuk mempercepat proseslidasiaperdagangan
dan investasi sesuai Deklarasi Bogor. Sementargettemuan Menteeri
Ekonomi ASEAN bulan September 2001 yang lalu dnéiajuga telah
memutuskan pelaksanaan secara efektif AFTA mulaiara 2002. Untuk
itu pemerintah perlu mendorong sektor swasta unteknanfaatkan peluang
perluasan passar di negara-negara anggota APEESIBAN.

Jika dicermati lebih mendalam, liberalisasi perdaga merupakan
pedang bermata dudduble-edged sworjisDisatu sisi, perdagangan bebas
menyodorkan peluang ofportunitie3, melalui penurunan hambatan-
hambatan tarif dan non tarif dan meningkatkan aksesluk-produk
domestik ke pasar internasional. Tapi di sisi ldiberalisasi perdaganan
juga sekaligus ancamathifeaf,karena liberalisasi perdagangan menuntut
penghapusan subsidi dan proteksi, sehingga pralsesalisasi sekaligus
meningkatkan akses produk-produk asing di pasandakgeri.

Kunci utama dalam menghadapi persaingan usaha gqeaar bebas
adalah keberhasilan untuk menghadapi persainganaraseglobal.
Kemampuan UKM untuk pengembangan daya saing akamemhgkan
keberhasilan dalam memanfaatkan peluang liberaledaemomi dunia. Di
samping itu dalam menghadapi pasar bebas pelakus bistuntut untuk
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kreatif dan berani bertindak secara tepat dan cepatuk keperluan ini
diperlukan ketersediaan informasi yang akurat. Dakra perdagangan
bebas UKM tidak cukup hanya memiliki keungggulan mkaratif
(comparative advantage namun yang terpenting adalah memiliki
keungggulan kompetitif yang berkelanjutarsugtainable competitive
advantagée

UKM dituntut untuk menghasilkan produk yang meniitlaya saing
yang tinggi antara lain dengan kriteria: (1) prodellsedia secara teratur dan
sinambung, (2) produk harus memiliki kualitas ydragk dan seragam, (3)
produk dapat disediakan secara masal (Pigott, 1984y UKM yang
berusaha dalam bidang agrabisnis untuk memenubygu@tan ini tidaklah
mudah, karena masih besarnya faktor alam dan é&stogd teknologi
produksi dan processing dan sumberdaya manusigamping itu UKM
harus dapat memenuhi berbagai isu standar perdaganmgernasional
seperti : isu kualitas (ISO 9000), isu lingkung& 14000), isu Hak Asasi
Manusia dan isu ketenagakerjaan. Kadang-kadangsusuni digunakan
secara tidak fair oleh negara maju sebagai hamlgkiiam Tariff Barrier for
Trade). UKM perlu mempersiapkan diri untuk mendiasa-isu tersebut.

D. STRATEGI DALAM PENGEMBANGAN UKM DI ERA
OTONOMI DAERAH DAN GLOBALISAS

Agar memiliki keunggulan bersaing yang berkelamutliramatsu
Morihoko mengembangkan keunggulan lokal yang dkindigar memiliki
keunggulan dalam bersaing secara global menerapi@ane seorang
futurolog Jhon NaisbitfThink Globally and Act Locallynenjadi gerakan
One Village One Product Movememtimana gerakan ini berlandaskan tiga
prinsip utama, yaitu:

Pertama,Going local yet global yakni keungggulan global akan
tercapai bila dilandasi dengan sumberdaya lokabd#« yang akan
dikembangkan UKM harus memiliki keunggulan dengaamanfaatkan
keunggulan sumberdaya lokal, selanjutnya baru disemagar sesuai
dengann prefensi pasar global. Sumberdaya lokamngliputi sumberdaya
alam, sumberdaya manusia, dan budaya lokal,

Kedua, Independence and Creativityyakni pemerintah daerah
bersama masyarakat lokal bebas memutuskan jenioditinyang akan
dikembangkan, dan secara kreatif menentukan bagaike@unggulan lokal
tersebut akan dikembangkan. Ketiga, Pengembangavi. 3{gar produk
yang dihasilkan dapat terus dikembangakan dan tdipmnkan
keunggulannya, maka perlu dilakukan pengembangam.SHBal ini
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dilakukan penciptaan tenaga-tenaga terampil mefalsat-pusat pelatihan
yang relevan dengan produk unggulan yang dikemlzangk

Untuk menghadapi tantangan internal dan global @emgpndekatan
pengembangan menciptakan keunggulan dan kemandidévl, Kantor
Menteri Negara Koperasi dan PKM dengan landasan KEB&h Propernas
telah menetapkan kebijakan yang pada intinya :iptan iklim usaha yang
kondusif, peningkatan akses kepada sumberdaya kifpdudan
pengembangan kewirausahaan dan KUKM yang berkelemggampetitif.

Strategi yang diperlukan unuk mendukung hal terselialah: (1)
meningkatkan efektivitas koordinasi kebijakan, (Beninngkatkan akses
kepada pasar, teknologi, informasi, dan permodalan, (3) meningkatkan
kualitas SDM dan peran serta masyarakat. Langkaykéh kebijakan yang
ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran pem@ad&UKM adalah:

Pertama, Menumbuhkan iklim usaha yang sehat dadusinbagi
perkembangan UKM melalui penyederhanaan perizinan 8irokrasi,
penghapusan berbagai pungutan yang tidak tepagrpeetuan kebijakan
lintas sektoral, serta pengawasan dan pembelahadtgy praktek-praktek
persaingan usahah yang tidak sehat dan didukungyepgurnaan
perundang-undangan serta pengembangan kelembagaan.

Kedua, Peningkatan akses kepada sumberdaya prioduoktalui
pemberian sistem insentif dan dukungan peningk&aalitas layanan
lembaga keuangan mikro (LKM), KSP/USP Koperasi,tasdembaga
keuangan sekunder, perluasan sumber-sumber perabigf&\, penguatan
lembaga-lembaga pelatihan UKM, dan peningkatan B[ERisiness
Development Servicedalam pemberian layanan kepada UKM.

Ketiga, Pengembangan kewirausahaan dan UKM berkeilsy
kompetitif melalui pemasyarakatan kewirausahaan @@&mgembangan
sistem insentif bagi wirausaha baru, pengembangknbator bisnis dan
teknologi, penyediaan sistem insentif dan peminastuk memacuu
pengembangan UKM berbasis teknologi, pengembareyamgan produksi
dan distribusi, serta peningkatan kualitas usammaguk wanita UKM,
menjadi wirausaha untuk mampu memanfaatkan potketrampilan, dan
keahliannya untu berinovasi dan menciptakan lapakgga.

Di samping itu perlu dukungan bagi proses pengegdaranUKM di
daerah kabupaten/kota melalui konsolidasi,sertggmabangan sumberdaya
manusia dan sistem informasi. Karena tanpa dukurdgn pemerintah
secara sungguh-sungguh misi yang mulia ini hanyategan yang hampa
belaka, selamat mengahadapi perjuangan di era lgatiayang maha
dahsyat ini.
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